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ABSTRAK 

 

Minuta Akta terdapat dalam terdapat dalam Pasal 1 Angka 8 UUJN Asli Akta 

yang mencantumkan tanda tangan para penghadap,saksi dan notaris yang 

disimpan pada bagian Protokol Notais. Rumusan masalah:1).Bagaimana akibat 

hukum bagi para pihak terhadap hilangnya minuta akta?2).Bagaimana 

tanggungjawab notaris dalam menyelesaikan masalah hilangnya minuta akta 

akibat kelalaian notaris itu sendiri?3).Bagaimanakah penerapan hukum bagi 

Notaris yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya minuta 

akta?Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data 

yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 

diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen.Data dianalisa secara kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui beberapa hal seperti,1)Akibat 

hukum bagi para pihak terhadap hilangnya minuta akta dapat berupa sanksi baik 

itu sanksi dari perdata, pidana, hingga sanksi berat. 2)Tanggungjawab notaris 

dalam menyelesaikan masalah hilangnya    minuta kata akibat kelalaian notaris itu 

dapat di selesaikan langsung di Pengadilan.3)Penerapan hukum bagi Notaris 

yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya minuta akta. 

 

Kata kunci: Minuta Akta, Tanggungjawab, Notaris 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Notaris adalah pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik 

atas semua kesepakatan dan ketetapan yang disyaratkan oleh aturan umum 

atau oleh suatu kepentingan yang tercantum dalam perjanjian otentik, 

memastikan tanggal pasti, menyimpan perjanjian dan memberikan grosse 

(salinan yang sah), salinan dan kutipan serta kesepakatan bersama oleh satu 

aturan umum yang diberikan atau dikecualikan untuk petugas atau orang lain. 

Tujuan dibentuknya notaris jelas dasarnya yaitu untuk membantu masyarakat 

dalam menyelesaikan permasalahan hukum di bidang kenotariatan, baik itu 

mengenai surat menyurat, akta, ataupun yang berkaitan pemberkasan di dalam 

persidangan seperti permasalahan di dalam minuta akta atau dalam 

menggunakan akta asli.  

Minuta Akta terdapat dalam Pasal 1 Angka 8 UUJN “Asli Akta yang 

mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris yang disimpan 

pada bagian Protokol Notaris”. Notaris memiliki potensi untuk membantu 

masyarakat terutama bagi mereka yang memerlukan jasa notaris dalam 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi terutama di sektor hukum. Banyak 

kewenangan notaris yang sering diberikan dalam penyelesaian masalah yang 

berhubungan dengan kenotariatan. Notaris juga dibutuhkan dalam 

perkembangan teknologi pada saat ini karena kehidupan masyarakat yang 

berkembang pasti membutuhkan pelayanan publik yang salah satu 

pekerjaannya yaitu sebagai notaris. Notaris juga memiliki peran di dalam 
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masyarakat sebagai penjual jasa yang berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak untuk mencapai tujuan tertentu 

Dalam peranannya notaris memiliki peran untuk pembuatan akta 

Authentic atas kesepakatan ketetapan sudah ditentukan dalam aturan yang 

tertera dalam suatu perjanjian. Suatu negara menempatkan seorang notaris 

sebagai lembaga yang dipekerjakan dalam bidang pekerjaan untuk keperluan 

dan fungsi yang bersifat berhubungan dengan lingkungan pekerjaan tetap yang 

dinamakan jabatan notaris. Notaris dalam menjalankan peran dan tanggung 

jawabnya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang disebut Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya 

disebut UUJN). 

Dijelaskan dalam UUJN bahwa tugas pokok seorang notaris adalah 

membuat perjanjian otentik. Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata akta autentik ini memberikan bukti yang ada di dalamnya 

sehingga kewenangan notaris adalah jabatan notaris yang diberikan oleh 

undang-undang untuk membuat perangkap atau alat bukti yang sempurna dan 

dinilai dengan benar. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN dijelaskan bahwa 

hilangnya minta apa akibat kelalaian notaris terdapat di dalam Protokol 

Notaris. Hilangnya minuta akta membuat kerugian kepada para pihak, yang 

salah satu caranya adalah mengganti kerugian kepada pihak yang terkait. 

Notaris dalam hal ini berperan sebagai “decision maker” yang artinya 

mengambil keputusan dalam menyikapi hal-hal terkait tugas jabatannya. 
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Dalam hal ini, Notaris bebas untuk menerapkan pendapat/penafsiran yang 

mana saja. Hal yang esensial adalah Penghadap mau melakukannya 

didasarkan permintaan Notaris. Notaris juga harus konsisten untuk 

melakukannya selama melakukan tugas jabatannya, misalnya: Notaris 

berpendapat bahwa penghadap harus menandatangani dan membubuhi sidik 

jari pada lembaran tersendiri, maka Notaris harus konsisten untuk menerapkan 

hal tersebut selama menjalankan tugas jabatannya apakah menerapkan sidik 

jari tangan kiri atau kanan, menggunakan keseluruhan jari atau beberapa saja.  

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan 

mengenai penggunaan sidik jari tersebut untuk akta dibawah tangan, yakni 

Pasal 1874 KUHPerdata mengatur “Dengan penandatanganan sepucuk surat di 

bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu 

pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain 

yang ditunjuk oleh undangundang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si 

pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, 

bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap 

jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus 

membukukan tulisan tersebut.  

Dengan undang-undang diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang 

pernyataan dan pembukuan termaksud”. Dikarenakan Pasal 16 ayat 1 (c) UU 

NO. 2/2014 tidak memberikan penjelasan mengenai sidik jari mana yang 

dilekatkan, maka dapat dinterpretasi sidik jari manapun dapat dibubuhi 

asalkan Notaris konsisten. Seperti contoh: jika ingin menerapkan sidik ibu jari 

kanan, maka seterusnya menggunakan sidik ibu jari kanan selama 
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menjalankan tugas jabatannya. Jika ingin menerapkan 10 (sepuluh) jari 

tangan, maka terus menggunakannya selama menjalankan tugas jabatan Oleh 

sebab itu, maka akan ada keragaman pembubuhan sidik jari penghadap yang 

dilakukan oleh Notaris di Indonesia. Ada Notaris yang menentukan penghadap 

untuk membubuhkan tanda tangan dan juga sidik jari pada lembaran terpisah 

yang telah disiapkan Notaris, dan juga ada Notaris yang menentukan 

penghadap untuk tanda tangan saja jika penghadap mampu.  

Dan bagi penghadap yang tak mampu tanda tangan dikarenakan suatu 

hal, melekatkan sidik jarinya. Selain itu juga ada keragaman dalam dalam hal 

pelekatan sidik jari tersebut. Ada Notaris yang menentukan sidik ibu jari 

kanan atau kiri, dan ada juga yang menerapkan 10 (sepuluh) jari tangan. 

Mengenai hal tersebut, di bidang hukum perdata biasanya diambil sidik 

jempol yang sewaktu-waktu dari jempol kanan atau jempol kiri. Oleh Karena 

itu, maka perlu diatur secara tegas mengenai sidik jari ini misalnya diatur 

secara tegas bahwa yang digunakan adalah sidik jempol kanan ataun sidik 

jempol kiri agar adanya keseragaman karena Notaris akan selalu dihadapi oleh 

persoalan mengenai sidik jari  

Jika para pihak tersebut dirugikan oleh  Notaris yang bersangkutan 

dalam hal ini Notaris bisa dikatakan lalai dalam   menyimpan minuta akta 

yang dibuatnya akan mendapatkan sanksi seperti teguran lisan, teguran 

berbentuk tertulis, pemberhentian  semetara, pemberentian  secara hormat dan 

secara tidak hormat. Penerapan bagi Notaris yang dikarenakan kelalaiannya 

sendiri mengakibatkan hilangnya minuta akta dapat dijatuhi sanksi, 

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yakni 
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pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Notaris karena telah 

melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.  

Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris Harus ingat akta yang 

dibuat nya adalah akta otentik, konten. Ini berupa minta akta yang akan 

nantinya menjadi dokumen atau arsip negara ini juga dituangkan menjadi 

perjanjian yang dinyatakan di dalam undang undang bagi mereka yang 

membuatnya. Jika notaris membuat akta tidak sesuai dengan UUJN, maka 

perbuatannya dapat diadili sebagai perbuatan yang melanggar hukum. 

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 

Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Pasal 1365 

dijelaskan, setiap perbuatan yang melawan hukum akan membawa perubahan 

terhadap orang itu tersebut. Banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris 

yang bersangkutan, nantinya akan mengakibatkan pencabutan hak seseorang 

atau tertekan oleh seseorang dari suatu kewajiban, oleh karena itu, seorang 

notaris dalam menjalankannya jabatannya harus sesuai dengan berbagai 

ketentuan dalam UU Jabatan Notaris.
1
 Suatu kesepakatan dikatakan otentik 

jika dibuat di hadapan otoritas yang berwenang.  

Perjanjian otentik di katakan sah jika perjanjian itu dilakukan di depan 

notaris atau langsung berhadapan dengan notaris yang bersangkutan.
2
 Jika 

terjadi suatu kesalahan dalam pembuatan akta notaris maka akan ada akibat 

yang harus dijalankan oleh notaris tersebut. Maka dari itu notaris harus bisa 

menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang 

                                                           
1
 Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan 

Etika, UII Press,Yogyakarta, h. 46 

2 A. Kohar, 2012, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, h. 64 



6 
 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

 

berlaku secara hukum dan moral. Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang 

notaris pasti juga mendapatkan honorarium, tetapi notaris harus 

mengesampingkan itu dan berfokus kepada pekerjaannya yang bisa dikatakan 

tidak mudah. Disini terjadi perbedaan antar profesi pekerjaan antara notaris 

dengan profesi lain.  

Dapat disimpulkan bahwa penyimpanan minuta akta adalah kewajiban 

si notaris, notaris harus menyimpan sendiri fakta yang berisi minota dan tidak 

boleh membiarkan protokol notaris dipegang oleh pegawainya apalagi sampai 

hilang karena protokol notaris ini merupakan kumpulan dokumen atau arsip 

yang diawasi oleh notaris seperti halnya telah dirumuskan dalam Pasal 1 

angka 13 UUJN. 

Oleh karena itu penulis tertarik menganalisis tanggung jawab notaris 

terhadap hilangnya minuta akta dengan judul “TANGGUNG JAWAB 

NOTARIS TERHADAP HILANGNYA MINUTA AKTA DI KOTA 

PADANG” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang di sebutkan, maka rumusan masalah yang di 

ambil penulis adalah : 

1. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak terhadap hilangnya minuta akta? 

2. Bagaimana tanggungjawab notaris dalam menyelesaikan masalah 

hilangnya        minuta kata akibat kelalaian notaris itu sendiri? 

3. Bagaimanakah penerapan hukum bagi Notaris yang karena kelalaiannya 

mengakibatkan hilangnya minuta akta? 

C. Tujuan Penelitian 
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1. Untuk menganalisis akibat hukum nagi para pihak terhadap hilangnya 

minuta                                akta. 

2. Untuk menganalisa dan mengetahui tanggungjawab notaris dalam 

menyelesaikan masalah hilangnya minuta kata akibat kelalaian notaris itu 

sendiri. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan hukum bagi Notaris yang 

karena kelalaianya mengakibatkan hilangnya minuta akta. 

 

D. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis 

Sosiologis. Jenis penelitian ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk 

mencapai tujuan– tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkret 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan 

perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum.
3
 Jenis 

penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata  

yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui 

dan menemukan fakta–fakta dan data yang dibutuhkan.
4
 Penelitian ini 

termasuk ke dalam penelitian empiris karena ingin mengetahui peranan 

Notaris Kota Padang dalam Tanggungjawab Hilangnya Minuta Akta 

                                                           
3
Bambang Sunggono, 2019, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan ke- 18, Rajawali 

Pers, Depok, hlm.68  

4
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, 

Jakarta,hlm.15 
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dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 atas perubahan Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini memakai 3 (tiga) sumber data, yaitu data 

primer, data sekunder, dan data tertier yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung di 

lapangan. Menurut Danang Sunyoto, Data primer adalah data asli yang 

dikumpulkan oleh peneliti sendiri untuk menyelesaikan masalah 

penelitian tertentu.. Sedangkan menurut Arikunto, data primer adalah 

data yang terdiri dari kata-kata, gerak gerik, atau perilaku yang 

dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya
5
. Data Primer dalam 

penelitian ini akan didapatkan dengan cara melakukan wawancara 

kepada informan Haji Hendri Final, S.H di Kantor Notaris/PPAT Kota 

Padang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai hasil penelitian yang di peroleh dari bahan-bahan 

kepustakaan berupa : 

1) Bahan hukum primer 

 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat
6
. 

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu bahan 

                                                           
5
Universitas Raharja, Syafnidawaty, 2020, Pengertian Data Primer, 

https://raharja.ac.id/2020/11/08/dataprimer/#:~:text=Menurut%20Danang%20Sunyoto%20(20

13%3A21,perusahaan%20dan%20dari%20sumber%20lainnya./ di unduh pada Oktober 2023 

6
 Bambang Sunggono, op. cit., hlm.113 
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hukum yang bersifat paling utama, dan bahan hukum pokok yang 

memuat peraturan perundang-undangan, dan segala dokumen 

resmi yang memuat ketentuan hukum tertulis. Bahan hukum 

primer dalam penelitian ini adalah: 

a) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya 

disebut UUJN). 

b) Pasal 1870 KUHPerdata ( Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata ). 

c) Pasal 1245 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata ). 

d) Pasal 1308 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata ). 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai hukum primer, misalnya rancangan Undang-

Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil 

penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan 

sebagainya.
7
 Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum 

yang memuat penjelasan mengenai buku, artikel, majalah, dan 

                                                           
7
 Ibid., hlm. 114 
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dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan. 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan–bahan yang memberi 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopeedia, indeks 

kumulatif, dan sebagainya. Untuk memperoleh informasi terkini 

yang berkaitan erat dengan permasalahan, maka literatur yang 

dicari dan dipilih harus relevan dan terkini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari bahan kepustakaan atau literatur yang ada, terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti dan hasil penelitian 

yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses mendapatkan keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan mengguanakan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara si penanya atau pewancara dengan si penjawab 

atau responden dengan alat yang dinamakan interview guide (panduan 
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wawancara).
8
 Wawancara adalah jenis komunikasi antara dua orang di 

mana seseorang mengajukan pertanyaan dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi dari orang lain. Wawancara dibagi menjadi 

dua kategori, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak 

terstruktur. Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara 

terstruktur, pertanyaan yang diberikan kepada narasumber sudah di 

susun dan telah di rencanakan sebelumnya. 

4. Analisis Data 

Berdasarkan bahan data yang dikumpulkan yang tersusun secara 

sistematis dan di analisis menggunakan metode analisis data kualitatif 

yaitu     analisis yang dilakukan di mana data yang sudah diperoleh akan di 

olah serta di uraikan dalam bentuk kalimat yang di susun sedemikian rupa, 

termasuk data yang di peroleh di lapangan yang memberikan gambaran 

secara detail mengenai permasalahan yang di teliti. Yang akhirnya ditarik 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, 

Padang,hlm.59 


